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K ekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Y ang Maha Esa yang tak ternilai
harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak
mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Y ang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya
bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara
langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan
kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu tersebut harus berdasarkan ijin dari
Departemen K ehutanan.

Namun pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan
kerusakan hutan yang salah satunya adal ah perdagangan kayu ilegal. Tindak pidana perdagangan kayu ilegal
sangat marak dilndonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidanayang rapi dan
teroganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah
karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi”. Kegiatan ini melibatkan
banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan
mapan. Oleh karenaitu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses
penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan
melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system).

Sistem Peradilan Pidanaterdiri dari komponen-komponen antara lain Kepolisian, PPNS K ehutanan,

K glaksaan, K ehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

K ehutanan telah mengatur pengel olaan hutan dan basil hutan dengan tujuan agar hutan dapat dikelola secara
proporsional dan tidak mengurangi nilai kegunaannya. Dalam praktek penanganan kasus perdagangan kayu
ilegal, proses penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya
penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal ditandai dengan penanganan tindak
pidana perdagangan kayu ilegal yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan
langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang berperan sebagai
penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan Baja yang dipidana.

Selain itu banyak faktor yang menyebabkan |lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dalam penegakan
hukum diperlukan sinkronisasi dalam sistem hukum yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural
dan sinkronisasi kultural. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua sinkronisasi
sistem hukum saling mendukung dan melengkapi. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak
pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana perlu didukung oleh sinkronisasi sistem
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hukum.



